
BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PAD A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang ; a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Subang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Subang;

b
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Subang.

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 5494);



No:3
. Undang-Undang

Pemerintahan Dae:

Indonesia Tahun

Lembaran Negara
sebagaimana telah
dengan Undang-U
tentang Perubahar
Nomor 23 Tahun

Daerah (Lembaran
2015 Nomor 58,

Republik Indonesia

tentang Perangka
Republik Indonesia

mor 23 Tahun 2014 tentang
rjah (Lembaran Negara Republik

2014 Nomor 244, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 5587)

diubah beberapa kali, terakhir
i(idang Nomor 9 Tahun 2015

Kedua Atas Undang-Undang
2014 tentang Pemerintahan

ifJegara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 5679);

4
.
 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2016 Nomor 114 ;

5
.

Pembentukan dan

Unit Pelaksana

Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Klasifikasi Cabang Dinas Dan
"

eknis Daerah (Berita Negara
Tahun 2017 Nomor 451);

6
.

Peraturan Daerah

Tahun 2016 tent

Perangkat Daerah
Daerah Kabupaten
sebagaimana telah
Kabupaten Subang
Perubahan Atas

Subang Nomor 7 Tj
dan Susunan Perah
(Lembaran Daerah
Nomor 1);

Kabupaten Subang Nomor 7
a|ng Pembentukan dan Susunan

Kabupaten Subang (Lembaran
Subang Tahun 2016 Nomor 7),

diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Peraturan Daerah Kabupaten
dhun 2016 tentang Pembentukan

gkat Daerah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang Tahun 2018

7
. Peraturan Bupati

tentang Susunan
Dinas (Berita Dae
2016 Nomor 32);

8
. Peraturan Bupati

tentang Tugas Pok<b
Pengendalian Pe
Perempuan, dan
Subang (Berita Ds
2016 Nomor 67);

9. Peraturan Bupati

Subang Nomor 32 Tahun 2016
Organisasi Perangkat Daerah

rah Kabupaten Subang Tahun

Subang Nomor 67 Tahun 2016
k, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

nduduk
, KB Pemberdayaan

Perlindungan Anak Kabupaten
erah Kabupaten Subang Tahun

Subang Nomor 17 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah
Kabupaten Subang

Menetapkan

M E

PERATURAN BUPATI
POKOK

, FUNGSI DAN
TEKNIS DAERAH PEM
PERLINDUNGAN ANAK:
PENDUDUK

, KB, PEM
PERLINDUNGAN ANAK

Tahun 2018 Nomor 17).

MUTUSKAN:

SUBANG TENTANG TUGAS
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
BERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PADA DINAS PENGENDALIAN
BERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KABUPATEN SUBANG



BAB I

KETE NTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yar.g dimaksud dengan :

1
. Daerah adalah Kabupaten Subang ;

2
.
 Pemerintah Daerah

unsur penyelenggar
memimpin pelaksan a.
menjadi kewenangan

3
. Bupati adalah Bupati

4
.
 Dinas adalah Dina|s

Pemberdayaan Pere
Kabupaten Subang ;

5
. Kepala Dinas adal,

Penduduk, KB P
Perlindungan Anak I

adalah Kepala daerah sebagai
a Pemerintahan Daerah yang
an urusan pemerintahan yang
daerah otonom ;

Subang;

Pengendalian Penduduk, KB
ljnpuan, dan Perlindungan Anak

ah Kepala Dinas Pengendalian
'ÿmberdayaan Perempuan, dan

abupaten Subang ;

6
.
 Unit Pelaksana T<

disingkat UPTD
Perempuan dan P
Pengendalian Pe
Perempuan, dan
Subang;

e|knis Daerah yang selanjutnya
adalah UPTD Pemberdayaan

,krlindungan Anak Pada Dinas
riduduk, KB Pemberdayaan
3erlindungan Anak Kabupaten

7
. Kepala Unit Pelaks.

UPTD Pemberdayaan
Anak Dinas Pe

Pemberdayaan Pere:
Kabupaten Subang ;

8
. Kelompok Jabatan

Pegawai Negeri Sipil
hak secara penuh
untuk melaksanakan

dalam rangka mend
dinas.

a Teknis Daerah adalah Kepala
Perempuan dan Perlindungan

ngendalian Penduduk, KB
mpuan, dan Perlindungan Anak

Fungsional adalah Kelompok
yang diberi tugas, wewenang dan
i oleh pejabat yang berwenang
i kegiatan yang sesuai profesinya
iukung kelancaran tugas pokok

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas Pokok

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis

melaksanakan sebagiati
di bidang Pengendaliar.

Pemberdayaan Perem
sesuai dengan kebijaksla

Daerah mempunyai tugas pokok
tugas teknis operasional dinas

Penduduk
, Keluarga Berencana,

puan dan Perlindungan Anak
naan Kepala Dinas.



Ba;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
Unit Pelaksana Teknis Daerah

uan dan Perlindungan Anak
dimaksud pada Pasal
Pemberdayaan Peremp
mempunyai fungsi

Penyusunan Progr
Keluarga Berencana
Perlindungan Anak

Pelaksanaan Kebjakan
Penduduk, Keluargja
Perlindungan Anak ;
Pelaksanaan Pern

Penduduk, Keluarga Berencana,
Perempuan dan Perl ndungan Anak ;

d
. Pelaksanaan desiminasi informasi tekologi ;

a
.

b
.

c
.

e
.

f
.

g-

gian Kedua

Fungsi
Pasal 3

am Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan

Teknis Pengendalian
Berencana, Perempuan dan

Dinaan Teknis Pengendalian
Pemberdayaan

Pelaksanaan moni-oring dan evaluasi kegiatan
Pengendalia Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan ;

lapora[n hasil kegiatan Pengendalian
Berencana, Pemberdayaan

Penyusunan
Penduduk, Keluarka
Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Tug

K

Bigian Ketiga
as Unsur Organisasi
"aragraf 1

pala UPTD
Pasal 4

Kepala UPTD mempi
mengkoordinasikan, m
kegiatan UPTD dalam
teknis operasional
Penduduk, Keluarga
Perempuan dan Perlind

nyai tugas pokok memimpin,

ÿlaksanakan dan mengendalikan
melaksanakan sebagian tugas

nas di bidang Pengendalian
Berencana, Pemberdayaan

.ingan Anak ;

di:

Kepala Su

(1) Sub Bagian Tata
melaksanakan p
perlengkapan, keuan|g

(2) Untuk menyelengg
sebagaimana dimakls
Kepala Sub Bagian

Perumusan Progra
UPTD Pemben

Perlindungan \ne

a.

aragraf 2

3 Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Usaha mempunyai tugas pokok
ÿngelolaan urusan umum,

an, kepegawaian dan pelaporan;

arakan tugas pokok
ud pada ayat (1), Sekretariat
ta Usaha, mempunyai fungsi :

m keija di bidang Tata usaha
dayaan Perempuan dan
k ;



b
.
 Perumusan keb:

administrasi uir.

kepegawaian dan
Pemberdayaan
Anak ;

f
.

g-

keuangan, kepe
lingkungan UPTD

ijakan teknis pelaksanaan
um, perlengkapan, keuangan
pelaporan di lingkungan UPTD

Perempuan dan Perlindungan

c
. Pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan,

gawaian dan pelaporan di
Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anas ;

daid
. Penyusunan

petunjuk tatalaksi:

An

e
. Penyusunan Rene

Pelaksanaan

Pemberdayaan
Anak ;

Penyiapan baha:
sinkronisasi pelal
dengan Instansi
terkait di wilayah

penyiapan pedoman dan
.na administrasi umum ;

ana Kerja Anggaran/ Dokumen
ggaran (RKA/DPA) UPTD

Perempuan dan Perlindungan

n koordinasi, informasi dan
:sanaan program/kegiatan UPTD

dan/atau Perangkat Daerah
cerjanya ;

Pengumpulan, pe|n
dan informasi di b

yusunan dan penyajian
dang kearsipan ;

danh
. Pengelolaan

kepegawaian, keu
di lingkungan U
dan Perlindungan

bimbingan administrasi
ingan, peralatan dan perbekalan
ITD Pemberdayaan Perempuan
\nak;

i
. Penyelenggaraan

perjalanan dinas
protokol ;

j. Penyelenggaraan
tatalaksana dalam

seluruh kegiat,
ketatalaksanaan

Pemberdayaan Pb
Anak ;

data

urusan rumah tangga kantor,
hubungan masyarakat dan

pembinaaan organisasi dan
arti membina dan memelihara

:an kelembagaan dan
di lingkungan UPTD

irempuan dan Perlindungan

k
. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan

UPTD Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ;

1. Penyusunan lapo
UPTD Pemberdayaan
Perlindungan Anak

m
. Pelaksanaan tuga:
atasan.

s lain yang diberikan oleh

Kelompok J

an hasil pelaksanaan kegiatan
Perempuan dan

'aragraf 3

abatan Fungsional
°asal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara
profesional sesuai dengan kebutuhan ;



(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada aya: (1) dalam melaksanakan tugas
pokoknya bertanggutig jawab kepada Kepala UPTD.

an

al
(1) Kelompok Jab at,

dimaksud pada Pas;
dalam jenjang Jab
dalam berbagai
keahliannya ;

kel

se<

(2) Setiap kelompok se
(1) dipimpin oleh
yang ditunjuk diant
lingkungan UPTD

bagaimana dimaksud pada ayat
orang tenaga fungsional senior

ara tenaga fungsional yang ada di

(3) Jumlah Jabatan Fu
pada ayat (1) ditentu
beban kerja ;

ngsional sebagaimana dimaksud
kan sifat

, jenis, kebutuhan dan

(4) Jenis dan Jenjang
dimaksud pada a;,
Peraturan Perundan

abatan Fungsional sebagaimana
ra.t (1) diatur sesuai dengan
5-undangan.

(1) Hal-hal yang menjaci
suatu kesatuan yang

g
.

k
,

ole

(2) Pelaksanaan fungsi
dibidang Pengen
Berencana, Pemty
Perlindungan An
diselenggarakan
Jabatan Fungsional
masing-masing ;

(3) Kepala UPTD baik t
administratif berada

kepada Kepala Dinas
pokoknya menyelen
dengan instansi la
fungsinya ;

(4) Setiap pimpinan s
UPTD, dalam melakÿ
prinsip koordinasi
simplifikasi ;

(5) Setiap pimpinan s
UPTD wajib memim
serta petunjuk pelak

Pasal 7

Fungsional sebagaimana
6, terdiri dari sejumlah tenaga

atan Fungsional yang terbagi
ompok sesuai dengan bidang

BAB III

TATA KERJA

Balgian Kesatu
Umum

Pasal 8

i tugas pokok UPTD merupakan
tidak dapat dipisahkan ;

UPTD sebagai pelaksana teknis
dalian Penduduk, Keluarga

erdayaan Perempuan dan
kegiatan operasionalnya

h Pelaksana dan Kelompok
menurut bidang tugasnya

aktis operasional maupun teknis
dibawah dan bertanggungjawab
dan dalam melaksanakan tugas

ggarakan hubungan fungsional
in yang berhubungan dengan

4tuan organisasi di lingkungan
anakan tugas wajib menerapkan

integrasi, sinkronisasi dan

ituan organisasi di lingkungan
oin dan memberikan bimbingan
sanaan tugas kepada bawahan.



1
. Kecamatan Cijam

2
. Kecamatan Kasomalang.

dan

Bagian Kedua

Wilayah Kerja UPTD
Pasal 9

Wilayah Keija UPTD Perempuan dan Perlindungan Anak
meliputi 15 Wilayah, yaLtu :

(1) UPTD Perempuan qlan Perlindungan Anak Subang,
meliputi :
1

. Kecamatan Subaijig ;
2

.
 Kecamatan Dawuan

(2) UPTD Perempuan dan Perlindungan Anak Cijambe,
meliputi :

be

Perlindungan Anak

dan Perlindungan Anak
uti

ypanjang.

an Perlindungan Anak Cisalak,

(3) UPTD Perempuar.
Jalancagak, meliputi :
1

. Kecamatan Jalancagak ;
2

. Kecamatan Kasomalang.

(4) UPTD Perempuar
Sagalaherang, melip
1

. Kecamatan Sagalaherang
2

.
 Kecamatan Seran;

(5) UPTD Perempuan
meliputi :
1

. Kecamatan Cisalak ;
2

. Kecamatan Tanjuiigsiang.

(6) UPTD Perempuan dan Perlindungan Anak Cibogo,
meliputi :
1

. Kecamatan Cibogcj) ;
2

. Kecamatan Cipunagara.

(7) UPTD Perempuan 4&n Perlindungan Anak Kalijati,
meliputi :
1

. Kecamatan Kalijaiji ;
2

. Kecamatan Cipeundeuy.

(8) UPTD Perempuan dan Perlindungan Anak Pabuaran
meliputi :
1

. Kecamatan Pabualran ;
2

. Kecamatan Patokbeusi.

(9) UPTD Perempuan d.
meliputi :

1
. Kecamatan Pag

2
. Kecamatan Pag.

(10) UPTD Perempuan
meliputi :
1

.
 Kecamatan Bine ng ;

2
.
 Kecamatan Tambakdahan.

a
.n Perlindungan Anak Pagaden,

den ;

den Barat.

dan Perlindungan Anak Binong,



(11) UPTD Perempua:n dan Perlindungan Anak
Pamanukan, meliputi :

anukan;

asari.

1
.
 Kecamatan Pair

2
.
 Kecamatan Suk

(12) UPTD Perempuan dan
Legonkulon, meliputi :
1

. Kecamatan Legcnkulon ;

2. Kecamatan Pusakanagara.

(13) UPTD Perempuan
meliputi :
1

. Kecamatan Ciasfem ;

2
.
 Kecamatan Blan

(14) UPTD Perempuan
Purwadadi, meliputi :
1

.
 Kecamatan Pun*

2
.
 Kecamatan Cika

(15) UPTD Perempuan
Compreng, meliputi
1

. Kecamatan Compreng ;

2
.
 Kecamatan Pusa

Perlindungan Anak

ian Perlindungan Anak Ciasem,

akan.

dan

adadi;

am.

dan

Perlindungan Anak

Perlindungan Anak

kajaya.

Ba;?ian Ketiga

Felaporan

Pasal 10

(1) Kepala UPTD wajib
pelaksanaan tugas
dan tepat waktu kepald

UPTD wajib mengiku
bertanggungj awab

memberikan laporan tentang
{bokoknya secara teratur, jelas

a Kepala Dinas ;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
:i dan mematuhi petunjuk dan

kepada pimpinannya masing-
masing serta menyg mpaikan laporan tepat pada
waktunya ;

(3) Setiap laporan yang
organisasi dari

diterima oleh pimpinan satuan
tawah, wajib diolah dan

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan ;

(4) Pengaturan menge
penyampaiannya be
Perundang-undangan.

nai jenis dan cara
rpedoman kepada Peraturan

Bagi

Hak

P

an

upr:(1) Dalam hal Kepala
menunjuk Kepala Sub

Keempat

Mewakili

'ksal 11

D berhalangan, Kepala UPTD
Bagian Tata Usaha ;



(2) Dalam hal Sub Ba;
maka Kepala UPT
Pejabatn Fungsiona
fungsinya.

gian Tata Usaha berhalangan,
p menunjuk Pelaksana atau

berdasarkan tugas pokok dan

BAB IV

KEÿEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD diangk,
atas usul Kepala Di::

at dan diberhentikan oleh Bupati
pas ;

(2) Kepala UPTD berkfc
dalam mempersiapk
Bupati dibidang kep

(3) Pejabat-pejabat lainji;
dan diberhentikan

Dinas sesuai dÿ
undangan.

KETEW

Peraturan Bupati ini
diundangkan.

wajiban dan bertanggungjawab
tan bahan rancangan kebijakan
gawaian ;

ya di lingkungan UPTD diangkat
oleh Bupati atas usul Kepala
ngan Peraturan Perundang-

BAB V

TUAN PENUTUP

Pasal 13

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang
pengundangan Peraturan
penempatannya dalaijn
Subang.

ÿnengetahuinya, memerintahkan
Bupati ini dengan

Berita Daerah Kabupaten

PARAF KOORDlNASi

Sskda Kcb. Subang

Ate II..V!

/ Ditetapkan di Subang
/ pada tanggal 16 Hei 2018

V , -
IBANG

,

i Seida Kab
.
 Sub.

Diundangkan di Subang -
padatanggal 16

SEKRETARIS Dj

SNATIM

TAKHMAN

fTA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR : 6?




